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TULUNGAGUNG 

KEPUTUSAN REKTOR 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG 

NOMOR 33 TAHUN 2021 
TENTANG 

PEMBEKALAN DAN PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA GELOMBANG I 
MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TAHUN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Tri Dharma
Perguruan Tinggi, salah satu komponen kegiatan adalah
pengabdian kepada masyarakat perlu diselenggarakan
Kuliah Kerja Nyata;

b. bahwa didalam masa pendemi virus covid-19, kegiatan
Kuliah Kerja Nyata dilakukan sesuai dengan protokol
kesehatan dengan melaksanakan tematik virtual dari
rumah;

c. bahwa dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan
Kuliah Kerja Nyata sesuai dengan pedoman kalender
akademik dan protokol kesehatan, maka perlu dibentuk
Pendamping Teknis, Dosen Pembimbing Lapangan dan
Narasumber Pembekalan Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa
Institut Agama Islam Negeri Tulungagung tahun 2021;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam. huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan
Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung tentang
Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Gelombang I Mahasiswa
Institut Agama Islam Negeri Tulungagung;

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nornor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahurt 2005 Nomor 157);

3. Peraturan Pernerintah Nornor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan;

4. Peraturan Pernerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009
nornor 76, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5007);

5. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5336);

6. Peraturan Presiden RI No. 50 Tahun 2013 tentang






















